
BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DATRAII I{ABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan lpergeseran

antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam

tatrun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurrrf a, perlu ditetapkan Peratrrran Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945;
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2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenttrkan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 196s

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27301;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99S
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7551;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lggg tentang
Penyelengga.raan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0g

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); t

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia },lomor aaOO);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiorral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor !o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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g, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan L:mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4a38);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa56l;

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oLL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

14. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2Ol4 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ra$yat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182,

Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2OL4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 383, Tambahan Lembaran llegara Republik Indonesia

Nomor 5650);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
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76. Llndarr,g,-(.Jx:.dantg, Afornor 1 Talrrrn :2015 tentarrg Perretapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tatrun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO,

Tam6ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah beberapa

kali 'diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7 L2l;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor 4502ll

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 53a0);

20. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOS Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;
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27. Peratt;r:an: Pernerintah Nornor 56 Tahr:n 2OO5 tentanrB

sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 1.38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2o1o (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor 110, Tambahan

krnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oo7 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Da-erah kepadar Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

27. Peratrtran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Hibah
Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nornor 52721;

29. Perahrran Pemerintah Nomor 4g rahun 2ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ot4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor I23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s539)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor t57, Tambahan Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1S Nomor STITI;

30. Peratur4n Pemerintah Nomor 6o rahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagairnana diubah dengan peraturan

Pemerintatr Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Ta:mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 569a);

31. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2oo? tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42L21 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tatrun 2OLO;

32. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2o1o tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerint,ah sebagaimana telah
beberapa kati diubah terakhir derrgan peraturan presiden

Nomor 4 Tahun 2o1s (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
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Piesidcn Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;

Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

hrkan Peraturan Perundangan-Undangan ;

36. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian

Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang

Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 201 1;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 39

Tahun 2OL2;

40. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2015;



43. Peraturan Gubernur Nomor 7l Tahun 2Ol4 tentang Perkiraan

Alokasi Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada

Provinsi Jawa Timur dan KabupatenlKota di Jawa Timur Tahun

Anggaran 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun

2015;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri

(Lembaran Daeratr Kabupaten Kediri Tahun 2OO4 Nomor 16 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Kahupaten Kediri Nomor 13

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2OO7

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO7 Nomor 1 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32l;;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2OLO

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun zOtO Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 84);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2OLO Nomor 1 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2OLL

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2OLL Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12

Tahun 2ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2or2
Nornor L2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor LL2l;
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tgntang RetnbUSf Pelay€ljnall ll'esel}aLall Llr IrIrI'2'D rlvevraeusr'

I(abupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tatrun

, ,,,i 2OLL Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

, i Nornor 95);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2oll
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Pendrrduk dan Akta catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Kediri Nomor 93);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2oLL

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2oLL Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96);

Sl..Peraturan Daeratr Kabupaten Kediri Nomor L7 Tahun 2011

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1'7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana

telatr diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor

4 Tahun 2015 (kmbaran iaerah Kabupaten Kediri Tahun 2015

Nomor 4, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2015 Nomor 13a);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2OLt

tentang Retibusi Pelayanan Pasar (Lembartan Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OLL Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah KabuPaten Kediri Nomor 98);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2OLl

tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

(Lembaran Daeratr Kabupaten Kediri Tahun 2OLt Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);

54. Peraturan Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2OlL

tentang Retribusi Penjuatan Produksi Usaha Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan

Irmbaran Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 100);



55. Peraturan Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Retribusi li:in Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2OLl Nomor 2L, Tarlbahan Lembaran Daerah

i'I{*bapaten Kediri Nomor 1O1);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2}ll
tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OLl Nomor 22, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor lo2l;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2}ll

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2}ll Nomor 23, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2015 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2015 Nomor,135);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2}ll
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun zOLt Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 104); 
1

59. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2oll
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OlL Nomor 25, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2015 Nomor 136);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OL2 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2ol2
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OL2 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 109);



tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2072 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daefah Kabupaten Kediri Nomor 110);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 111);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2Ol3
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor l25l;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor g Tahun 2013

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2Ol3 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor l22l;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2Ol4

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah

sakit Umum Daerah simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol4 Nomor T,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 139);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2ot4
tentang Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun
2Ol4 Nomor 8);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor T Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah rahun Anggaran 2ol4
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2o1s Nomor T );
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Dengarr PercetuJuan Bersama
KEDIRI

RAITYAT DAERAII ITABUPATEN

dan

BUPATI I{EDIRI'

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPASANDANBEI,ANJADAERAHTAHUNANGGARAN2015.

v Anggaran pendapatan darn trera,ja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah

Rp.2.458.683.o34.365,oobertambahsejumlahRp.542.g64.153.503,74sehingga
menjadiRp.3.ool.o4T.lST.S6S,T4dengarrrinciansebagaiberikut:

MenetaPkan

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah

3. Pembiayaan Daera'h :

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

Rp.

Rp.

2,g57 .483.034.365,00

1.639.153.503,7443

Pasal 1

1. PendaPatan Daerah

a. Semula RP' 2.t29.955.576.835,40

b. Bertambah Rp. 2ol .946.293.662 '99

Jumlah PendaPatan Setelah Penrbahan Rp. 2.gg1 30 1 '87q '498'39

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

(Defisit) Setelah Penrbatrarr

Rp. 2.789 .r22.t87.868,74

Rp. 1457.82o'3r7 '37o'3s)

Rp. g2g.g27 '457 '529 '60
340.417.859.840,75

Jumlah Penerimaan Setelah Penrbahart Rp. 669.745.317.370,35



707.200.ooo.ooo,oo

7lo.725.OOO.OOO,OO

Setelah Perubahan Rp. 21L.925.000.000,00

Neto Setelah Perubahan 457.820.317.370,35

0,00Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 272.923.275.262,40

2) Bertambah Rp. 2t.96L.7 32,674,99

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 294.885.007.937,39

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.319.84L.229.182,00

2) Bertambatr Rp. 59.395.675818,00

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubatran Rp. t.379.236.905.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daeratr Yang Sah

1) Semula Rp. 536.59L.O72.39L,OO

2) Bertambah Rp. 120.588.885.170,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Penrbahan Rp. 657.179.957.561,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 115.602.859.375,00

2) Bertambah Rp. 2.905.706.200,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 118.508.565.575,00

'" I

JumIah

\



Daerah

Rp. 18.224.72O.738,O0

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula

2) Bertarnbah 35.896.400

Jurnlah [trasil .Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubatran Rp. 7.738.326.927,40

d. Lain'lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. L29,546.739.880;00

2) Bertambah Rp. 20.866.654.81699
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Setelah Perubatran Rp. 15O.4L3.394.696,99

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

jenis pendapatan :

a. Dana Bagr Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 89.403.664.L82,,OO

2) Bertambah Rp. t8.O73.775.81{3,00

(1) huruf b terdiri dari

Jumlah Dana Bagr Hasil Pajak/Bukan Pajak

Setelah Perubahan Rp. 1O7.477.440.000,00

ib. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. L.L77.392.295.000,00

2) Bertambah Rp. O,OO

Jumlah Dana Alokasi Umum
Setelah Perubahan Rp. L.L77.392.295.00O,O0

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 53.045.270.000,00

2) Bertambah Rp. 4L.32L.9OO.OOO,OO

Jumlah Dana Alokasi Khusus
Setelah Perubahan Rp. 94.367.170.000,00

Rp. 7 .702.430.527 ,40



c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. O,00

2) Bertambah Rp. 66.777.093.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi

atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 66.777.093.000,00

d. Pendapatan Lain-lain
l) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

60.000.000,00

0,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain
Setelah Perubahan Rp. 60.ooo.0ooloo

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 1.586.708 .22|.2O5,OO

2) Bertambah Rp. 1 1 1.355.270.818,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Penrbahan Rp. 1 .698.063 .492.O23,OO

I

l

l
l

l
l

l

a. Dana Bagi Hasil Peiak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

I) Semula Rp. 127.575.778.976,00

2) Belfcarr:Jllah Rp. 9.026.764.585,00

Jumlah Pendapatan Dana Bagr Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 136.602.543.561,00

b; Dana'Penyesuaian dan Otonomi Khusus

l) Semula Rp. 408.955.293.415,00

2) Bertambah Rp. 44.785.027.585,00

Jumlah Dana Fenyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp, 453.740.321.000,00



2) Bcr nbah
Rp. 77O.774.8I3.160,00
Rp; 32O.283,882.685,74

Fe{eqia Langsung
Ferubahan Rp. 1.O91.058.695.845,74

Langsung sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

a. Belanja Pegawai

l) Senrula Rp. L.233.763.537,645,00
2) Bertambah W,OO

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 1.274.269.992.608.00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 50.000.ooo,oo
2) Bertambah Rp. o,o0

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp 50.000.000,o0

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah 0 00

Jumlah Belanja Subsidi
Setelah Perubahan 0,oQ

d. Belanja Hibah
l) Semula Rp. 74.827.242.950,00
2) Bertambah . 15.660.499.00O

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan Rp. 90.487.741.350,00

e. Belanja Banttran Sosial

1) Semula Rp. 1S.24S.B3O.OOO,O0

2) Bertambah 4L5.720.OOO o0
Jumlah Belanja Banttran Sosial

Setelah Perubahan Rp. 15.661.550.000,00

Rp



2l H,ertambalt 745.872.302

Rp. 16.331.532. L97 ,OO

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 24O.L}S.951.gtS,OO
2) Bertambah Rp. 55.626.724.553,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan Rp. 295.762.675.868,00

h, Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 6.500.000.000,00
2) Berkurang 1.000.000.00o

Jumlatr Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 5.5O0.000.000,O0

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 4L.SZ4.ZO4.9OO,dO

2) Bertambah Rp. 947.283.106,00
Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 42.521.988.006,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 2ZS.L2S.ZST.AS4,OO

2) Bertambatr Rp. 54.466.406.942 ,oo
Jumlah Belar{a Barang dan Jasa
Setelah Pembahan Rp. g29.592.164.301,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 4S4.OT4.350.906,00
2) Bertambah Rp. 264.870.t92.632,74

Jumlah Belarrja Modal
Setelah Perubahan Rp. 718.944.543.538,24

JUqlah Belar{a Bagr Hasil
Setelah Perubahanffi

I



dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

I) Semula

2) Bertambah

c. Hasil Penjualan
1) Semula

2) Bertambah

Rp

Rp 340.4t7.859.840
329.327 .457 .529,60

,75
Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 669.745.317.S70,3S

Jumlah Peng6luaran

Setelah Perubahan Rp. 21L.925.000.000,0O

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud
pembiayaan :

pada ayat (1) huruf a terdiri dari

a' Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLpA)
sejumlah Rp. 638.545.9 tT.g7o,gs
1) Semula Rp. 2g8.L2T .4SZ .529,60
2) Bertambatr Rp. 340.417.859.840 ,75

Jumlah Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLpA)
Setelah Perubahan Rp. 6gg.545.3 17.370,gs

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. O,OO

b. Pengeluaran ''

l) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

1) Semula

2) Bertambah

101.200.0o0.000,oo

110.725.000.000 ,00

Rp.

Rp.

31.000.000.000,00

O,O0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 3f .O00.00O.0OO,OO

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. O,OO
Rp.

Rp.
o,o0

0,00
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan yang Dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. o,oo

t

t

-n



UrUu

o,oo
Pinjaman Daerah

Rp. 0,o0

Ber,'tambah

Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. O,00

0,00

o,o0

Jurnlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlatr Penerimaan Piutang Daeratr

Setelah Perubahan Rp. 2OO.0OO.OOO,0O

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 200.000.000.000,00

1) Semula Rp. 100.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 100.000.000.000 ,00

Jumlah Pembenhrkan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 200.000.000.000,00
t

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Rp.1 L.725.OOO.OOO,OO

1) Semula Rp. I.OOO.OOO.OOO,0O

sejumlah

2) Bertambah Rp. 10.725.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubatran Rp. LL.725.OOO.OO0,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 200.000.000,00

1) Semula Rp. 2OO.OOO.OOO,OO

2) Bertambah o o0

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

Penerimaan

Perubahan

Rp.



I) Semula Rp o,oo

\ Berrarrrbah o
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

Setelah Per-ubahan Rp. 0,OO

e. Pengembalian Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. O,OO

2) Bertambah Rp. 0,0O

Jumlah Pengembalian Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Pembayaran Utang/Kewajiban kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.O,OO

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0 ,oo

Jumlah Pembayaran Utang/ Kewajiban Pihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5
t

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari: 

1

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol5;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Tahun Anggaran 2015;

v 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2015;

W



6. Iarnpiran W

7, I-arnpiran WI

8. Lampiran VIII :

dalq'n I{ccrangka Feagelolaan
Anggaran 2OtS;

Keuangan Negarna Tatrun

: Daftar rFerubahan Jr:mlatr pegawai per Golongan da' perJabatan;
: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahunanggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan

fl:fiHir;:'*sanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun

Pasal 7

Perahrran Daerah ini murai berlaku pada taqsgal diundrangkan.

Agar setiap orang
Daerah ini dengan

mengetatruinya, memerintahkan pengundangan peraturan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

Kediri
18-8- 2015

KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRiSNODiundangkan di Kediri
pada tanggal 1g - g, - 20ls
SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 11

Dlsalln

DAERAH

I

SUPOYO

@ dan Fungsi

s

asllnya


